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PEREKONOMIAN. Perdagangan Bebas. Pelabuhan
Bebas. Kawasan. Bintan. Perubahan. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6129).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007

Menimbang

TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan tugas pengelolaan,
pengembangan, dan pembangunan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan, perlu mengatur organisasi dan
tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;

bahwa sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Bintan di Kawasan Industri Galang
Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi
kawasan ekonomi khusus berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus dan wilayah untuk terminal Bahan
Bakar Minyak dan Depot Liquefied Petroleum Gas (LPQG)

PT Pertamina (Persero) di Tanjung Uban dikeluarkan dari
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Mengingat

Menetapkan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4775);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4758);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BINTAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4758), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Bintan

ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh
puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan

Pemerintah ini.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan
sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang
Batang, serta seluruh Kawasan Industri
Maritim, dan Pulau Lobam; dan

b. sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang
yang meliputi Kawasan Industri Senggarang
dan Kawasan Industri Dompak Darat;

Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan

dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 4
Susunan organisasi dan tata kerja Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan

Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan
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